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PENGANTAR 

 

 
ada prinsipnya Undang-Undang Kehutanan melarang kegiatan pertambangan batubara 

pada kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan lindung (HL) dengan pola 

pertambangan bawah tanah dan pada kawasan hutan produksi dengan pola pertambangan 

terbuka dan pertambangan bawah tanah.  

Penggunaan kawasan hutan produksi maupun hutan lindung dilaksanakan melalui Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), namun sayang, pada prakteknya penggunaan 

kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan melalui mekanisme IPPKH memunculkan 

permasalahan pada tingkat implementasi, terutama kemampuan peminjam untuk menjaga 

terjadinya kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.  

Kajian Hukum  ini berusaha untuk menggali kejelasan terhadap kontruksi hukum mengenai 

IPPKH dengan cara melakukan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan. 

Diharapkan dari kajian hukum ini akan lebih memperjelas kerangka hukum IPPKH untuk 

kegiatan pertambangan khususnya  batubara dan apa masalah-masalah  yang ada 

didalamnya. Semoga saja hasil dari studi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya 

untuk penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan hutan untuk pertambangan batubara. 

Kami  Tim Penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi atas penyelesaian Kajian Hukum 

ini. 

Palembang, 28 September 2018 

Penyusun 

P 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan di 
dalam kawasan hutan produksi dengan pola pertambangan terbuka dan bawah tanah dan kawasan 
hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah  tanpa mengubah fungsi pokok kawasan 
hutan. Selanjutnya untuk penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pertambangan dilakukan 
melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.  

Pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan  hutan dan berada 
pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, maka luas areal IPPKH yang diberikan untuk kegiatan 
operasi produksi batubara,  tidak boleh melebihi 10% dari luas hutan produksi kabupaten/kota yang 
berada  pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan 
tersebut.  Demikian juga untuk kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin dan berada di luar 
areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, luas areal IPPKH yang diberikan tidak boleh melebihi 10% dari 
luas hutan produksi kabupaten/kota yang berada  di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang 
tidak dibebani izin tersebut. 

Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan usaha pertambangan batubara, selain wajib memiliki 
IPPKH juga wajib memiliki  Izin Usaha Pertambangan dan Izin Lingkungan dari pejabat yang 
berwenang. Selain itu, pemegang IPPKH memiliki kewajiban salah satunya adalah untuk 
memulihkan kawasan hutan yang telah digunakan untuk pertambangan melalui kegiatan reklamasi 
dan revegetasi kawasan hutan. Selain kewajiban, pemegang IPPKH juga memiliki larangan yang 
tidak boleh ia lakukan. Kewajiban dan larangan tersebut berakibat pemberian sanksi apabila tidak 
dilaksanakan salah satunya berupa dicabut izinya. Untuk sanksi pidana terhadap pertambangan 
batubara di dalam kawasan hutan tentunya tidak terlepas dari tindak pidana dalam usaha 
pertambangan itu sendiri dan pemidanaan terkait pengrusakan kawasan hutan termasuk kejahatan 
lingkungan. 

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur agar  
memperhatikan terlebih dahulu aspek-aspek lingkungan dan memperhatikan status hutan yang 
akan digunakan untuk lahan pertambangan, guna melakukan pencegahan terhadap kerusakan 
kualitas hutan dan melindungi hak-hak masyarakat. Perlu dilakukannya harmonisasi dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, juga antara instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan 
hutan dan masyarakat disekitar dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemegang IPPKH 
yang melakukan pelanggaran dalam melakukan usaha pertambangan di dalam kawasan hutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG. 

Pertambangan adalah salah satu sektor penting yang dapat menghasilkan komoditas bernilai 

tinggi yang dapat menarik perhatian investor. Pemerintah memegang peran vital dalam 

industri pertambangan dengan membentuk peraturan pertambangan, panduan, kriteria, serta 

membuat keputusan yang berkaitan dengan industri pertambangan. Pemerintah dalam hal ini 

adalah sebagai pemegang kuasa atas semua sumber daya alam (SDA) yang ada, harusnya 

mampu melakukan penguasaan dengan baik dalam konteks memiliki, memanfaatkan, 

mengola dan melindungi, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Republik Indonesia dan 

Pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilki sekarang harus menjalankan amanah 

tersebut dengan baik, terlebih pemerintah daerah, dengan kewenangan Otonomi Daerah 

memiliki peran luas dan tentunya berat dalam mempertanggung jawabkan amanah tersebut 

kepada Rakyat yang memiliki kedaulatan atas negeri bernama Indonesia. 

Hampir seluruh wilayah geografis Indonesia mengandung kekayaan alam tambang, 

termasuk Sumatera Selatan. Salah satu kekayaan alam tambang di Sumatera Selatan 

adalah batubara. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Sumber Energi Provinsi 

Sumatera Selatan, jumlah produksi hasil tambang Sumatera Selatan sampai dengan akhir 

triwulan II tahun 2016 mencapai 7,3 juta ton dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebanyak 

24,5 juta ton.
1
 Untuk pengelolaan sumber daya alam yang bernama batubara ini, Pemerintah 

telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan izin usaha pertambangan kepada badan 

usaha, baik badan usaha milik negara/daerah maupun milik swasta. Berdasarkan data dari 

                                                           
1
 http://desdm.sumselprov.go.id/index.php/id/, http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=1, 

tanggal 17 Januari 2018 

http://desdm.sumselprov.go.id/index.php/id/
http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=1
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Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan tahun 

2018, terdapat 125 Izin Usaha Pertambangan di Sumatera Selatan dengan luas wilayah 

675.804,88 hektar. 

Tabel 1. 
Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan Batubara Pada Tahun 2017 Di Sumatera Selatan 

No. Lokasi/Wilayah IUP Jumlah IUP Luas Wilayah (Ha) 

1. Lahat 28 26.933,24 

2. Muara Enim 16                    108.183,70 

3. Musi Banyuasin 36              217.968,80 

4. Banyuasin 6 50.926,00 

5. Ogan Komering Ulu 7 53.726,00 

6. Ogan Komering Ulu Selatan 2 14.243,00 

7. Ogan Komering Ulu Timur 3 29.990,00 

8. Musi Rawas 4 32.373,00 

9. Musi Rawas Utara 5 26.508,94 

10. Ogan Ilir 1 10.550,00 

11. Ogan Komering Ilir 2 18.326,00 

12. PALI 3 19.252,00 

13. Empat Lawang 1 2.029,00 

14. Prabumulih 4 17.836,00 

15. Provinsi 7 46.959,00 

 Total 125 675.804,88 

Sumber data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 

Pada kenyataannya, beberapa IUP Batubara berada di dalam kawasan hutan Provinsi 

Sumatera Selatan. Contoh kasus dapat dilihat pada kawasan hutan produksi Kabupaten 

Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang dalam hal ini berada pada wilayah kerja Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti, dimana pada kawasan tersebut 

terdapat 8 IUP Operasi Produksi Batubara dengan luas areal 24.817,00 Ha
2
. 

                                                           
2
 Berdasarkan data dari KPHP Unit IV Meranti Kabupaten Musi Banyuasin 
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Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan 

dengan memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dengan adanya kebijakan 

tersebut, beberapa operasi produksi pertambangan batubara di Sumatera Selatan lokasi 

usahanya  berada di dalam kawasan hutan dengan menggunakan IPPKH. Berdasarkan data 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan tahun 2018 terdapat 9 

(sembilan) IPPKH di Provinsi Sumatera Selatan untuk Operasi Produksi Batubara dengan 

luas seluruhnya 6989,37 Ha. 

Tabel 2. 
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Di Sumatera Selatan  

Sampai Dengan Tahun 2018  

No. Nama Pengguna No. IPPKH Luas (Ha) 

1. PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera SK.780/Menhut-II/2013 1001,46 

2. PT. Mura Reka Batubara SK.101/Menhut-II/2014 691,05 

3. PT. Tambang Batubara Bukit Asam 8/1/IPPKH-PB/PMDN/2016 3253,5 

4. PT. Bara Anugrah Sejahtera 122/1/IPPKH/PMDN/2017 270,67 

5. PT. Baramutiara Prima 3/1/IPPKH-PB/PMA/2017 153,11 

6. PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera 2/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 397,54 

7. PT. Tigadaya Minergy 30/1/IPPKH/PMDN/2017 279,00 

8. PT. Karya Perintis Sejati 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 337,00 

9. PT. Triaryani 56/1/IPPKH/PMDN/2018 606,04 

Total 6989,37 

Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 

Walaupun penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan 

batubara dimungkinkan, yaitu melalui IPPKH, namun pada prinsipnya penggunaan kawasan 

hutan tersebut harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Penggunaan kawasan hutan 

yang menyimpang dari fungsi dan peruntukannya dapat dilakukan dengan syarat harus ada 

persetujuan dari Menteri Kehutanan. 

Untuk pelaksanaan pemberian dan pelaksanaan IPPKH, Menteri yang membidangi 

kehutanan telah menerbitkan beberapa peaturan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, yaitu :: 
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1. Pperaturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan. 

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan. 

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan. 

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan. 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Pada tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menerbitkan peraturan 

tentang penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan, yaitu Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan Menteri ini mencabut peraturan 

sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dilihat 

dari filosofinya, pencabutan atau perubahan pertauran ini dilakukan untuk percepatan dan 

peningkatan penanaman modal serta berusaha. Dari sini timbul pertanyaan, apakah dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 pelaksanaan IPPKH akan menjadi lebih baik terhadap 

kelestarian hutan di Indonesia. 

Pemanfaatan sumber daya  hutan di luar kegiatan kehutanan melalui jalur investasi 

merupakan salah satu alternatif dalam menunjang perekonomian Negara. Di sisi lain 

pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor pertambangan di dalam kawasan hutan 
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sudah dipastikan merusak kondisi kawasan hutan. Mengingat usaha untuk mewujudkan 

kembali kondisi alam seperti semula membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan kondisi 

kawasan hutan tersebut belum tentu dapat kembali lagi sama seperti semula. Untuk itu maka 

diperlukan langkah yang tepat dalam pengelolaannya. Termasuk dalam konteks ini, dalam 

hal pemberian izin atas pengelolaan kawasan hutan, harus dilakukan dengan sangat selektif, 

mengingat izin sebagai salah satu upaya kontrol dan pengawasan dari Pemerintah terhadap 

pelaksanaan kewajiban dari para pemegang izin. 

Dalam hal ini, hukum di bidang kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

hukum di bidang pertambangan. Ini berarti, peraturan yang satu dengan yang lain 

seharusnya saling melengkapi dan saling mendukung, namun dalam implementasinya 

terkadang justru ada yang saling bertentangan, tumpang tindih sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.  

Berdasarkan uraian diatas, LBH Palembang melakukan Kajian Hukum  pelaksanaan 

kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan  dengan melakukan  tinjauan yuridis 

terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang 

selanjutnya dikaitkan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 

 

B. RUMUSAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas,  maka didapat rumusan masalah 

dari kajian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  ketentuan usaha pertambangan khususnya operasi produksi batubara pada 

kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan? dan 

bagaimana kaitannya dengan aturan hukum yang lainnya? 
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2. Bagaimana  kewajiban badan usaha selaku pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan 

menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan lalu 

apa  sanksi hukum termasuk sanksi pidana apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan? 

3. Bagaimana upaya pemulihan kawasan hutan pasca operasi produksi batubara di dalam 

kawasan hutan menurut  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan? 

 

C. TUJUAN 

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Kajian Hukum 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui ketentuan usaha pertambangan batubara pada kawasan hutan 

menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan 

kaitannya dengan aturan hukum yang lainnya. 

2. Untuk mengetahui  kewajiban badan usaha selaku pemegang izin usaha pertambangan 

di dalam kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, lalu apa  sanksi hukum termasuk sanksi pidana apabila kewajiban tersebut tidak 

dijalankan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemulihan kawasan hutan pasca operasi produksi 

batubara di dalam kawasan hutan menurut  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan. 
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D. RUANG LINGKUP 

Indonesia memiliki sumber daya tambang yang beraneka ragam dan lokasinya berada dalam 

kawasan hutan, seperti minyak dan gas, batubara,  emas, dan lain-lain. Namun dalam kajian 

hukum ini hanya terbatas pada lingkup usaha pertambangan batubara dengan jenis operasi 

produksi.di dalam kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan 

 

E. METODOLOGI. 

Kajian hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Telaahan dilakukan terhadap 

Peraturan tentang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yaitu Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Untuk kepentingan pencapaian tujuan, penyusun 

menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

kehutanan, pertambangan, pemerintah daerah, tata ruang, lingkungan hidup dan Pengaturan 

Pinjam Pakai di Kawasan Hutan untuk pertambangan.  

1. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selain itu, data diperoleh melalui berbagai 

tulisan ilmiah yang menyangkut kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Melalui 

proses pengolahan maka dapat terumuskan analisis, kesimpulan dan saran. 

Data-data yang digunakan berupa data skunder, yaitu data yang diperoleh langsung 

melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Adapun bahan hukum yang dipakai 

berupa : 

a. bahan hukum primer,  yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang dalam studi ini terdiri dari : 
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1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara; 

2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebagaimana 

telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; 

3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan; 

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 

Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015; 

8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. 

b. bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari sumber berupa, buku, jurnal, 

artikel, internet dan sebagainya. 
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c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan skunder yang diperoleh dari sumber berupa 

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.  

2. Metode Pengolahan Data. 

Dalam pengolahan data, penyusun akan mengorganisasikan data secara rapi, sitematis, 

dan selengkap mungkin. Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

cara deskritif kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan 

dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Melalui 

pembahasan diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk 

ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. 

Dalam menganalisis dan mengkonstruksi data, penyusun akan menganalisis fakta-fakta 

yang relevan dengan norma hukum yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum. 

Setelah itu, penyusun akan melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-

undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Langkah yang terakhir yaitu 

menerapkan norma yang telah ditemukan pada fakta hukum. 

 

F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Biosentrisme  

Menurut Albert Schweitzer dalam buku A. Sonny Keraf, etika biosentrisme bersumber 

pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sacral. Kesadaran ini mendorong manusia 

untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan 

dengan sikap hormat. Bagi Albert Szhweitzer, orang yang benar-benar bermoral adalah 

orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri 

mampu membantu dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan
3
.  

                                                           
3
 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara 2010, Hal 68 
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Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan 

nilai yang ada pada alam itu sendiri.Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai 

di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada 

kehidupan di dalamnya.Terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang 

manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia
4
. 

2. Teori Ekosentrisme  

Teori ekosentrisme menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang 

ingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis 

seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Ekosentrisme semakin diperluas dalam deep 

ecology dan ecosophy yang sangat menggugah pemahaman manusia tentang 

kepentingan seluruh komunitas ekologis. Deep ecology menuntut suatu etika baru yang 

tidak berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan 

upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup
5
  

Paham ekosentrisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori deep ecology yang 

menyebut dasar dari filosofi Arne Naess tentang lingkungan hidup sebagai ecosophy, 

yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, manusia dengan 

kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk 

hidup dalam keterkaitan dan kesaling tergantungan satu sama lain dengan seluruh isi 

alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam
6
. 

3. Teori Etika Lingkungan Hidup. 

Unsur pokok dalam etika lingkungan hidup ada dua, yang pertama komunitas moral tidak 

hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologis 

                                                           
4
 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup,.............., Hal 68-69. 

 
5
 Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, Relasi dengan Dunia , Jakarta, : PT Elex Media 

Komputindo, 2005,, Hal. 58-59. 
6
 Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, Relasi dengan Dunia…............. Hal. 59. 
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seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan 

juga makhluk ekologis.Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih berpihak pada 

lingkungan hidup dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan 

sekarang ini.Semua teori etika lingkungan hidup mengakui bahwa alam semesta perlu 

dihormati.Pada teori antroposentrisme menghormati alam karena kepentingan manusia 

bergantung pada kelestarian dan integritas alam.Sedangkan pada teori biosentrisme dan 

ekosentrisme beranggapan bahwa manusia mempunyai kewajiban moral untuk 

menghargai alam semesta dengan segala isinya karena manusia adalah bagian dari 

alam dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri
7
 

Secara khusus, sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk 

menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain dalam 

komunitas ekologis seluruhnya. Menurut teori DE dalam buku A. Sonny Keraf, manusia 

dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda nonhayati karena semua 

benda di alam semesta mempunyai hak yang sama untuk berada, hidup, dan 

berkembang. Alam mempunyai hak untuk dihormati, bukan hanya karena kehidupan 

manusia bergantung pada alam, tetapi karena kenyataan ontologis bahwa manusia 

adalah bagian integral alam dan sebagai anggota komunitas ekologis.Sikap hormat 

terhadap alam lahir dari relasi kontekstual manusia dengan alam dalam komunitas 

ekologis
8
. 

 

G. KEGUNAAN 

Hasil Kajian Hukum ini merupakan transfer pengetahuan hukum dari LBH Palembang untuk 

Pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, Organisasi Masyarakat Sipil dan untuk 

                                                           
7
 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta,:...............Hal. 167. 

8
 2A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup.................Hal. 167-168. 
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masyarakat pada umumnya tentang penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar sektor 

kehutanan khususnya pertambangan batubara. 

Khusus bagi penegak hukum maupun instansi terkait, hasil kajian hukum ini dapat menjadi 

bahan bacaan dalam rangka untuk perbaikan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan untuk perbaikan tata kelola hutan di 

Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PERTAMBANGAN BATUBARA 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
9
. Sedangkan pertambangan 

batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk 

bitumen padat, gambut, dan batuan aspal
10

. 

Batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan yang menjadi salah satu 

kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 

Kekuasaan negara atas batubara sebagaimana dimaksud, diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah untuk
11

: 

a. menetapkan kebijakan nasional;  

b. pembuatan peraturan perundang-undangan;  

c. menetapka standar nasional, pedoman, dan kriteria;  

d. menetapkan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;  

e. menetapkan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  

                                                           
9
 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  

10 Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara  
11

 Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara 
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f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha 

pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 

12 (dua belas) mil dari garis pantai;  

g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha 

pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi 

dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;  

h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha 

pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi 

dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;  

j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang 

telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah 

pertambangan yang baik;  

k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;  

l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;  

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha 

pertambangan mineral dan batubara;  

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;  

o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan; 

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka 

memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP 

dan WPN;  
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q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, 

serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;  

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;  

s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;  

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan  

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

B. IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA 

Dalam hubungan antara Negara dengan batubara adalah Negara mempunyai kewenangan 

untuk mengatur pengelolaan batubara. Bentuk pengaturan tersebut terlihat dari penetapan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batubara. Negara 

mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengatur, 

mengurus dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. 

Fungsi pengurusan oleh Negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk 

mengeluarkan dan mencabut perizinan. Kegiatan pertambangan batubara, tidak hanya 

dilakukan oleh Negara, namun Negara dapat memberikan izin kepada subyek hukum untuk 

melakukan kegiatan pertambangan batubara. Subyek hukum sebagaimana dimaksud adalah 

orang dan badan usaha. Badan usaha yang dapat menerima hak tersebut antara lain 

meliputi Perseroan Terbatan (PT), Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Firma. 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 

mengatur tiga bentuk izin yaitu, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan 

(IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam UU Minerba. Undang-Undang ini dijabarkan 

lebih lanjut dalam : 

1. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2012 tentang Wilayah Pertambangan. 

2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

3. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

4. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. 

B.1. Jenis Izin Usaha Pertambangan Batubara. 

Jenis IUP Batubara yang diberikan untuk melakukan  kegiatan pertambangan adalah IUP 

Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan 

untuk melakukan tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan 

studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 

pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP 

Operasi Produksi meliputi izin untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan 

dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengelompokan jenis izin 

usaha pertambangan batubara menjadi : 

a. IUP Eksplorasi; 

b. IUP Khusus Eksplorasi; 
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c. IUP Operasi Produksi; 

d. IUP Khusus Operasi Produksi; 

e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan 

f. Izin Usaha Jasa Pertambangan. 

B.2. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Izin Usaha Pertambangan Batubara, 

Izin usaha pertambangan batubara dapat diajukan oleh Badan Usaha. Koperasi, dan 

Perseorangan. Badan usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta. 

Perseorangan yang dapat mengajukan IUP Batubara terdiri atas perusahaan firma, 

perusahaan komanditer, dan orang perseorangan. 

B.3. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Usaha Pertambangan Batubara. 

Didalam Pasal 37 Undan-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara disebutkan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan IUP adalah 

:Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota tidak lagi 

mempunyai wewenang untuk menerbitkan IUP. Dengan demikian maka pejabat yang 

berwenang untuk menerbitkan IUP Batubara adalah Menteri apabila wilayah izin usaha 

pertambangan yang dimohonkan berada pada lintas wilayah provinsi dan Gubernur 

apabila wilayah izin usaha pertambangan yang dimohonkan berada pada lintas wilayah 

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi 

Tentang kewenangan pejabat untuk menerbitkan IUP, juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disitu dijelaskan bahwa IUP 

Eksplorasi diberikan oleh : 
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1. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas daerah 

provinsi dan  

2. Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam satu daerah 

provinsi. 

Untuk pemberian IUP Batubara untuk kegiatan Operasi Produksi, pejabat yang 

berwenang menerbitkan IUP  adalah : 

1. Menteri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan IUP 

Operasi Produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan/atau 

pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada pada lintas daerah provinsi; atau 

berbatasan langsung dengan negara lain. 

2. Gubernur apabila lokasi penambangan batubara, lokasi pengolahan dan/atau 

pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada dalam 1 (satu) daerah provinsi. 

 

B.4. Persyaratan Pengajuan Izin Usaha Pertambangan Batubara. 

Kegiatan pertambangan batubara baru dapat dilakukan pemohon setelah diterbitkan IUP 

oleh pejabat yang berwenang setelah pemohon disetujui sebagai pemegang Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan (WIUP). Untuk dapat diterbitkan IUP, maka pemohon IUP harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan IUP 

operasi produksi yang meliputi : 

1. Persyaratan Administratif. 

Untuk mengajukan permohonan IUP Batubara untuk kegiatan operasi produksi, 

maka badan hukum/perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi yang 

meliputi : 
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a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan 

Usaha;  

b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan  

c. Salinan Surat Keterangan domisili.  

2. Persyaratan Tekhnis. 

Persyaratan tekhnis untuk pengajuan IUP Batubara untuk kegiatan operasi produksi  

meliputi : 

a. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur 

sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;  

b. Persetujuan laporan Eksplorasi;  

c. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;  

d. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;  

e. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi 

produksi yang disampaikan sebagai bagian dari dokumen rencana kerja dan 

anggaran biaya; dan  

f. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling 

pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun.  

3. Persyaratan Lingkungan. 

Untuk mengajukan permohonan IUP Batubara untuk kegiatan operasi produksi, 

pemohon harus memenuhi persyaratan lingkungan yang meliputi :  

a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan  



20 
 

b. Persetujuan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

4. Persyaratan Finansial. 

Persyaratan finansial untuk pengajuan IUP Batubara untuk kegiatan operasi produksi 

meliputi :  

a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;  

b. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan 

badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan  

c. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.  

B.5. Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Batubara. 

Jangka waktu berlaku IUP dimaknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya IUP 

yang diterima pemegang IUP. Jangka waktu berlakunya IUP ini tergantung pada jenis 

pertambangan yang diajukan oleh pemegang IUP. Pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di 

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur jangka waktu IUP Operasi 

Produksi atau IUPK Operasi Produksi yait diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 

 

C. KAWASAN HUTAN. 

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hutan 

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
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lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.  

Kawasan hutan dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan diluar kehutanan, salah 

satunya untuk kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk 

sarana, prasarana, dan smelter. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan 

batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan 

hutan untuk kepentingan usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan (IPPKH). 

 

D. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN 

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin atas penggunaan sebagian kawasan 

hutan oleh pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa 

mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan hutan tersebut. Penerapan IPKKH ini 

adalah untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk 

kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas diluar sektor kehutanan tanpa 

mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan. 

IPPKH diberikan dengan ketentuan : 

a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga 

puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan 

kompensasi :  

1) lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2 

(satu berbanding dua);  
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2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama 

pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non 

komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);  

b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas 

daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensas i:  

1) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam 

rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk 

penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu 

berbanding satu);  

2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama 

pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, 

dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);  

Untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai 

strategis, IPPKH hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kriteria penggunaan kawasan hutan untuk 

pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, 

adalah sebagai berikut
12

 :  

a. pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus 

(WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah 

disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertambangan tersebut 

perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada saat WPN menjadi 

WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

                                                           
12

 Menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
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b. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, merupakan dasar pemberian IPPKH di seluruh WUPK yang menjadi 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).  

D.1. Subyek/Pemohon Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Permohonan IPPKH dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Perseorangan, Pelaku Usaha 

Non Perseorangan (Badan Hukum atau Badan Usaha), atau Instansi Pemerintah. Pelaku 

Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud merupakan orang perseorangan penduduk 

Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yaitu 

perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.  

Permohonan IPPKH diajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri atau kepala 

lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati/walikota; pimpinan badan 

hukum/badan usaha; atau perseorang atau kelompok orang dan/atau masyarakat. 

Permohonan IPPKH yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau 

masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

D.2. Persyaratan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Permohonan IPPKH untuk usaha operasi produksi pertambangan diajukan kepada 

Menteri melalui Direktur dengan wajib melampirkan persyaratan, yaitu : 

1. Persyaratan Komitmen, yang terdiri atas
13

 : 

a. Pernyataan untuk menyelesaikan tata batas areal IPPKH;  

b. Pernyataan untuk menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH 

dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;  

c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala 

paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada 

                                                           
13

 Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
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lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar 

PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;  

d. pernyataan untuk menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau  

e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/ 

pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan.  

2. Persyaratan Tekhnis, yang terdiri atas : 

a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara 

lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling 

singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki 

perizinan/ perjanjian;  

b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang 

dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima 

puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) 

dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;  

c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan 

Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang 

dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan 

eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk 

kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;  

d. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;  

e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam 

wilayah kerja Perum Perhutani;  

f. Izin Lingkungan;  
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g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 

(satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM 

Datum WGS 84;  

h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:  

1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;  

2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;  

3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;  

4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;  

5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun 

yang berkaitan dengan permohonan;  

6) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

7) dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai 

dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum. 

D.3. Kewenangan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan  

Pejabat yang berwenang memberikan Izin Pinjam Kawasan Hutan untuk usaha 

pertambangan batubara yaitu : : 

1. Menteri, dengan berdasarkan permohonan. 

2. Gubernur, untuk kegiatan  : 

a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling 

banyak 5 (lima) hektar; 



26 
 

b. pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang pertambangan yang dimohon perseorangan dan/atau kelompok orang 

dan/atau masyarakat. 

D.4. Jangka Waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutam Untuk Kegiatan Pertambangan. 

IPPKH diberikan selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan survei dan eksplorasi 

pertambangan. Sedangkan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan minyak dan 

gas bumi, mineral, dan batubara termasuk sarana dan prasarana, IPPKH diberikan 

paling lama sama dengan jangka waktu perizinan usaha pertambangan tersebut. 

 

E. IZIN LINGKUNGAN 

Sistem perizinan lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

telah diamatkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 36 disebutkan bahwa : 

(1). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki 

izin lingkungan.  

(2). Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan 

kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi 

UKL-UPL.  

(3). Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan 

yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 

(4). Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan 

kewenangannya.  

Dari bunyi pasal di atas, maka lingkup perizinan lingkungan sejatinya bersifat kompleks dan 

holistik. Banyak berbagai permasalahan yang menjadi bagian di dalam masyarakat yang 
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berkembang, baik bagian secara proses internal maupun eksternal. Secara umum 

kompleksitas berbagai permasalahan seputar pertambangan dan lingkungan tersebut 

memiliki penjabaran-penjabaran khusus (spesifik) masing-masing. Lingkungan hidup yang 

menjadi titik perhatian dan dibahas pada tulisan ini, yaitu mengenai izin lingkungan pada 

peruntukan wilayah kegiatan pertambangan.  

Tata Ruang/Wilayah (RT/RW), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin 

lingkungan dan izin kegiatan merupakan rumpun ikatan yang saling mengikat dan saling 

mempengaruhi dengan kuat satu sama lain. Ditambah lagi, dengan instrumen baru dalam 

sistem perizinan lingkungan, yaitu Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sejatinya harus 

sudah kuat dalam prinsip hukum bagi pemilik area pertambangan.  

E.1. AMDAL 

AMDAL sebagai dasar hukum dalam sistem perizinan kegiatan pertambangan akan 

menjadi hal paling urgent dan paling besar fungsinya dalam menjaga pelaksanaan 

pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Terlebih peran dari 

Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai tuan rumah sangat menentukan. 

AMDAL merupakan studi aktifitas yang tersusun secara sistematik dan ilmiah dengan 

menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, 

maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-

lintas sektoral)
14

. Dalam sistem perizinan kegiatan pertambangan, maka AMDAL adalah 

hal mutlak yang harus ada. Posisi AMDAL dalam perizinan pertambangan adalah 

sebagai buku pintar pertama, dimana buku pintar pertama yang harus dimiliki oleh 

pemerintah sebelum fase pengolahan izin adalah Rencana tata Ruang/Wilayah Nasional 

dan PERDA RT/RW. Dengan PERDA RT/RW yang terintegrasi dan sinkron dengan 

Rencana tata Ruang/Wilayah Nasional dan rencana kegiatan tambang sesuai dengan 

peruntukan Perda RTRW maka baru bisa kita masuki tahapan pengolahan AMDAL. 

                                                           
14

 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan : dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Edisi 
Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86 
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AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : 

1. AMDAL sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat (Pasal 62).  

2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ongkos.  

3. AMDAL sebagai alat pemantau/ RPL dan pengelolaan/ RKL kegiatan.  

4. AMDAL sebagai legal evidence.  

Dalam konteks perizinan kegiatan tambang, AMDAL akan menjadi tolak ukur yang 

mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan pertambangan tersebut. Maka 

AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan pertambangan akan memiliki analisa ilmiah yang 

berbeda-beda pula. AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizin pertambangan akan 

berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. 

Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah 

keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. 

Dasar hukum utama yang dijadikan sebagai senjata beroperasinya suatu kegiatan 

pertambangan adalah izin lingkungan dan izin kegiatan. Jadi, patutlah kiranya bahwa 

apabila terdapat kelemahan pada izin lingkungan atau izin kegiatan, yang pertama kali 

harus kita pertanyakan adalah AMDAL nya.Tetapi tidak menutup kemungkinan pula, 

bahwa AMDAL nya sudah baik tapi izin lingkungan atau izin kegiatannya yang tidak 

memiliki kesesuaian peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. 

AMDAL merupakan buku pintar yang mampu merangkum secara ilmiah kesemua fakta, 

baik fakta positif maupun fakta negatif dalam satu rangkuman mengenai akibat dari 

suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kesemua hal tersebut harus diketahui oleh 

masyarakat, dan harus disebarluaskan informasinya. Sehingga masyarakat juga akan 

ikut andil dalam memberi keputusan terhadap ajuan izin kegiatan yang direncanakan. 

Asas bertanggung jawab akan terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai harapan 
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kedepan nantinya. Manfaat secara konkrit dari AMDAL adalah bahwa AMDAL dapat 

membantu para pengusaha dalam menentukan alat-alat atau teknologi seperti apa yang 

akan digunakan, guna meraih benefit yang sesuai harapan tentunya juga dengan tidak 

merusak lingkungan dengan berupaya memperkecil dampak negatif lingkungan yang 

ditimbulkan. 

E.2. Andal, RKL, RPL. 

Dalam mekanisme AMDAL dikenal adanya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, 

yakni Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), 

rencana pemantauan lingkungan (RPL). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

tentang izin lingkungan menentukan bahwa pemrakarsa menyususn ANDAL, RKL dan 

RPL berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan instansi yang 

berkompeten. ANDAL digunakan sebagai telaah yang cermat mengenai dampak suatu 

kegiatan. Pada dasarnya ANDAL bertujuan untuk mengalisa suatu kegiatan yang 

berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, yang juga sekaligus nantinya 

akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan putusan terkait izin suatu 

kegiatan. RKL adalah uapaya pananganan dampak besar dan penting yang timbul 

sebagai akibat dari rencana kegiatan.Sedangkan RPL adalah upaya pemantauan 

komponen lingkungan yang terkena dampak besar dan penting sebagai akibat dari 

rencana kegiatan. 
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BAB III 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. TINJAUAN YURIDIS USAHA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN HUTAN. 

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, pada prinsipnya Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mengatur larangan 

kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka kecuali dilakukan pada hutan 

produksi dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Artinya, kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang 

dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan ditetapkan secara selektif dan dilarang 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan 

hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.  

A.1. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Batubara. 

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

tidak mengatur secara khusus mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan Usaha Pertambangan. Mengacu pada UU Kehutanan, Pasal 38 

menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di 

luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan 

kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Selanjutnya 

untuk penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pertambangan dilakukan melalui 

pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan 

jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Khusus untuk pemberian izin pinjam 

pakai kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang 

luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR RI. Ketentuan 

ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
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Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan 

untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi 

dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan 

opersi produksi batubara dapat dilakukan pada : 

a. kawasan hutan produksi dengan pola penambangan terbuka dan pola 

penambangan bawah tanah;. 

b. kawasan hutan lindung dengan pola penambangan bawah tanah.dengan ketentuan 

dilarang mengakibatkan:turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok 

kawasan hutan secara permanen; dan  terjadinya kerusakan akuiver air tanah. 

Usaha pertambangan untuk operasi produksi batubara baik di kawasan hutan produksi 

maupun hutan lindung dilakukan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 

yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun IPPKH untuk 

kegiatan pertambangan batubara tidak dapat diberikan pada kawasan hutan produksi 

yang : 

a. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam 

Hutan Alam dan/atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat dan/atau Hutan 

Kemasyarakatan dan/atau Hutan Desa; 

b. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah memperoleh 

sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai “baik”.  

c. merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus;  
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d. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan 

Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter; dan  

e. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu.  

Pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan  hutan 

dan berada pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, maka luas areal IPPKH yang 

diberikan untuk kegiatan operasi produksi batubara,  tidak boleh melebihi 10% dari luas 

hutan produksi kabupaten/kota yang berada  pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan 

yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan tersebut
15

.  Demikian juga untuk kawasan 

hutan produksi yang tidak dibebani izin dan berada di luar areal Kesatuan Pengelolaan 

Hutan, luas areal IPPKH yang diberikan tidak boleh melebihi 10% dari luas hutan 

produksi kabupaten/kota yang berada  di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang 

tidak dibebani izin tersebut
16

. 

A.2. Pemenuhan Komitmen. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin 

Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.  

                                                           
15

 Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 yang menyebutkan bahwa  dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon 
untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan berada pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan 
mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan 
Produksi kabupaten/kota pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izinpemanfaatan hutan.  
16 Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 yang menyebutkan bahwa dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon 
untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan berada di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan 
mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan 
Produksi kabupaten/kota di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.   
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Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, pernyataan komitmen dalam 

pemenuhan persyaratan IPPKH terdiri atas : 

a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH;  

b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban 

menyerahkan lahan kompensasi;  

c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling 

kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi 

yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP 

Penggunaan Kawasan Hutan;  

d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau  

e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/ 

pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan.  

Pemegang IPPKH wajib menyelesaikan pemenuhan komitmen dan dilarang melakukan 

kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen kecuali melakukan 

kegiatan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana tersebut diatas dan 

kegiatan lainnya, yaitu : 

a. membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (basecamp 

sementara); 

b. pengukuran sarana dan prasarana;  

c. sarana penunjang keselamatan umum;  

d. penanganan bencana alam; dan  

e. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.  
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Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, pemegang IPPKH wajib memenuhi komitmen 

sebagai berikut : 

a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan 

tidak dapat diperpanjang kecuali pemegang IPPKH merupakan instansi pemerintah, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau 

badan usaha milik desa bersama,  

Hasil penataan batas sebagaimana dimaksud, disusun dalam bentuk laporan dan 

peta yang dilengkapi dengan koordinat hasil penataan batas dalam format xls dan 

shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang ditandatangani 

oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  

b. menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri dengan ratio 1:2 (satu berbanding 

dua) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi bagi 

pemegang IPPKH dengan kompensasi lahan;  

c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling 

kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi 

tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk 

hardcopy dan softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum 

WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi pemegang 

IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;  

d. menyelesaikan AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/ 

pemanfaatan hutan kepada pengelola/ pemegang izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan dalam bentuk :  
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1) surat pernyataan dalam hal pemegang IPPKH adalah instansi pemerintah; atau  

2) akta notariil selain angka 1);  

apabila areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan. 

A.3. Kewajiban dan Larangan Bagi Pengguna Kawasan Hutan Untuk Usaha  

Pertambangan Batubara. 

Setelah mendapatkan IPPKH dan telah mendapatkan pernyataan definitif atau 

mendapat penetapan batas areal kerja IPPKH, pemegang IPPKH wajib untuk :
17

 

a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan 

kewajiban menyediakan lahan kompensasi;  

b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan dengan 

kewajiban menyediakan lahan kompensasi;  

c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan 

hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu 

IPPKH;  

d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi 

pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi 

daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP. 

Dikenakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, bagi pemegang Perjanjian Pinjam Pakai 

                                                           
17

 Sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
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Kawasan Hutan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara yang telah 

bekerja di dalam kawasan hutan sebelum memperoleh izin dari Menteri.  

f. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal 

IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan 

pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;  

g. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan 

kawasan hutan tahunan;  

h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

i. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon 

merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;  

j. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/ 

pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada 

dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;  

k. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH;  

l. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan;  

n. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal 

areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan 

berkoordinasi dengan:  

1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi 

urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;  
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2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama 

Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan 

Lindung; atau  

3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);  

o. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat 

maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;  

p. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan 

setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;  

q. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;  

r. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan 

menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan 

hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:  

1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;  

2) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;  

3) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;  

4) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;  

5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;  

6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan  

7) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. 

Selain  memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, pemegang IPPKH dilarang:  

a. memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang 

izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;  

b. menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain; dan  
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c. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.  

A.4. Konpensasi. 

Yang dimaksud dengan konpensasi disini adalah salah satu kewajiban pemegang 

IPPKH untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau 

membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran 

sungai
18

.  

Bagi pemegang IPPKH untuk usaha pertambangan batubara pada provinsi yang luas 

kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi, ada 2 (dua) bentuk kompensasi yang dikenakan yaitu 

berupa
19

:  

a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam 

rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk 

penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu 

berbanding satu);  

b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama 

pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, 

dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);  

1. Lahan Konpensasi. 

Lahan konpensasi adalah lahan yang disediakan atau diserahkan oleh 

pemegang IPPKH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri tentang 

Penunjukan Lahan Konpensasi menjadi Kawasan Hutan. 

                                                           
18

 Sesuai Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
19

 Sesuai Pasal 5 ayat (2)  huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
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Sebelum ditetapkan sebagai Lahan Konpensasi, pemegang IPPKH terlebih 

dahulu diwajibkan untuk menyediakan Calon Lahan Konpensasi yang 

disampaikan pada saat mengajukan permohonan IPPKH dan wajib memenuhi 

kriteria sebagai berikut
20

 :  

a. dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan;  

b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau provinsi yang sama;  

c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;  

d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak 

tanggungan; dan  

e. mendapat pertimbangan dari bupati/wali kota.  

Untuk menilai kelayakan tekhnis dan hukum  Calon Lahan Konpensasi yang 

disediakan oleh pemohon IPPKH, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim 

dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, 

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Perum Perhutani 

sesuai dengan wilayah kerjanya. Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum 

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan laporan dan 

peta yang memuat koordinat lokasi, luas, dan letak lahan kompensasi.  

Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi 

menjadi Kawasan Hutan, pemegang IPPKH dalam jangka waktu paling lama 

120 (seratus dua puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan 

yang berasal dari lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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 Sesuai Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 



40 
 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang 

selanjutnya disebut PNPB Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan 

kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis 

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari 

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar 

Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, jenis PNPB 

yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 

30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. 

PNPB dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan 

seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai 

kriteria penggunaannya, yaitu : 

a. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk 

bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen 

dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan 

kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline 

penggunaan kawasan hutan;  

b. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang 

bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang 

merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan 

kawasan hutan; 
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c. L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang 

mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah 

dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang 

merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan 

kawasan hutan.  

Tarif PNPB dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:  

PNBP = {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif)} Rp/tahun.  

Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif PNPB dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut:  

PNBP = {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 7 x tarif)} Rp/tahun.  

A.5. Jangka Waktu Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan Batubara. 

IPPKH diberikan paling lama sama dengan jangka waktu perizinan dibidangnya atau 

keputusan tentang tahap kegiatan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi 

pertambangan batubara termasuk sarana dan prasarana
21

. Masa berlaku IPPKH dapat 

diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur 

paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IPPKH berakhir.dengan dilengkapi
22

 : 

a. perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku;  

b. hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam IPPKH, yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan IPPKH; 

c. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan 

bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;  
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 Sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
22

 Sesuai Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
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d. Baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 

atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang 

dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (shp) dengan 

koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi 

membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;  

e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) 

tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS  

f. 84 bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral 

dan batubara; dan  

g. bukti pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemegang IPPKH 

dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.  

Apabila jangka waktu IPPKH telah berakhir tetapi pemegang izin belum menyelesaikan 

kewajiban reklamasi dan revegetasi, Menteri menerbitkan perpanjangan IPPKH dengan 

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban dengan tetap 

membayar PNPB bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban membayar PNPB 

Penggunaan Kawasan Hutan. Apabila IPPKH telah berakhir, dan sebagian atau seluruh 

areal IPPKH dimohon oleh pihak lain, maka kewajiban reklamasi dan revegetasi bagi 

pemegang IPPKH yang telah berakhir hapus pada areal yang diterbitkan IPPKH yang 

baru.  

A.6. Reklamasi Pasca Tambang. 

Reklamasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan 

dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan 

hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.  
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Pada prinsipnya, pertambangan batubara di area kawasan hutan yang tidak diikuti 

kegiatan reklamasi merupakan tindakan penghilangan kawasan hutan yang dilegalisasi 

negara. Legalisasi negara dalam penghilangan kawasan hutan tersebut dilakukan 

melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang cukup mengatur  

mengenai kegiatan reklamasi termasuk praktik pemerintah daerah yang tidak melakukan 

pengawasan pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara di dalam kawasan hutan. 

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tidak 

diatur secara khusus mengenai reklamasi pasca tambang pada kawasan hutan. Pada 

Pasal 65 dan Pasal 66 hanya dijelaskan bahwa apabila IPPKH telah berakhir karena 

jangka waktu IPPKH telah berakhir, dicabut oleh Menteri, diserahkan kembali secara 

sukarela oleh pemegang IPPKH sebelum jangka waktu berakhir, perizinan/perjanjian 

yang diterbitkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya, maka tidak membebaskan 

pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH yang salah satunya 

adalah untuk membuat rencana dan melaksanakan reklamasi pada pada kawasan hutan 

yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH. 

Dalam hal IPPKH telah berakhir tetapi pemegang izin belum menyelesaikan kewajiban 

reklamasi dan revegetasi, Menteri menerbitkan perpanjangan IPPKH dengan jangka 

waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban. Bagi pemegang 

IPPKH dengan membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, maka tetap dikenakan 

kewajiban untuk membayar PNPB selama jangka waktu perpanjangan IPPKH yang 

diberikan Menteri. Apabila IPPKH telah berakhir, dan sebagian atau seluruh areal IPPKH 

dimohon oleh pihak lain, maka kewajiban reklamasi dan revegetasi bagi pemegang 

IPPKH yang telah berakhir hapus pada areal yang diterbitkan IPPKH yang baru.  
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B. ATURAN HUKUM DAN IZIN TERKAIT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK 

PERTAMBANGAN BATUBARA 

Dari ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan, jelas bahwa untuk izin pertambangan yang 

meliputi kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan yang meliputi pula luas 

kawasan hutan yang akan dipergunakan untuk pertambangan, serta jangka waktu 

berlakunya izin. Dengan demikian Menteri Kehutanan menetapkan berapa luas kawasan 

hutan yang dizinkan untuk usaha pertambangan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

(IPPKH) sekaligus jangka waktu berlakunya IPPKH yang bersangkutan. 

Berikut ini beberapa Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur terkait dengan 

penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan : 

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.  

Undang-undang ini lahir setelah pergantian Pemerintah orde lama ke orde baru. Situasi 

politik pada masa itu memandang hutan sebagai asset dan dapat di eksploitasi untuk 

menumbuhkan iklim investasi. Hal tersebut memungkinkan untuk kegiatan 

pertambangan di seluruh fungsi kawasan hutan kecuali di taman nasional, taman 

wisata, dan hutan dengan fungsi khusus. Kebijakan tersebut dimungkinkan karena 

kondisi hutan pada saat itu masih utuh dan negara memerlukan investasi. Sehingga di 

seluruh fungsi kawasan hutan kecuali taman nasional, taman wisata alam dan hutan 

dengan fungsi khusus dapat di lakukan kegiatan penambangan/kuasa pertambangan. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan.  

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan di 

seluruh wilayah hukum Indonesia yaitu di seluruh kepulauan Indonesia, dan paparan 

benua (Continental sheef Kepulauan Indonesia). 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. 

Undang-undang ini lahir pada tanggal 10 Agustus 1990, setelah ada kesadaran 

perlunya melindungi ekosistem dan perlindungan jenis tumbuhan dan satwa yang 

berguna bagi pelestarian alam. Kesadaran tersebut setelah 23 (dua puluh tiga) tahun 

lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1967. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 atau disebut Undang-undang Konservasi Hayati 

pada prinsipnya mengatur 2 perlindungan yaitu : 

1. Perlindungan kawasan yang meliputi Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari :  

a. Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa;  

b. Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam 

dan Taman Hutan Raya.  

2. Perlindungan jenis yang meliputi jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-jenis yang 

tidak dilindungi. 

Perlindungan kawasan pada hakekatnya adalah melindungi kawasan beserta unsur 

kehidupan di atasnya sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan 

dan pelestarian plasma nutfah agar tetap utuh. Sehingga kegiatan yang ada di 

dalam kawasan hanya di perbolehkan untuk kegiatan tertentu yaitu antara lain 

penelitian dan pengembangan yang menunjang fungsi kawasan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya dan wisata alam (kecuali di cagar alam tidak 

diperkenankan kegiatan wisata alam). Sedangkan kegiatan lain di luar hal-hal 

tersebut diatas dilarang termasuk kegiatan pertambangan. Keutuhan ekosistem 

merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 berarti Surat Keputusan 

Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan khusus 
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yang mengatur kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman buru batal demi 

hukum. Dengan kata lain surat Keputusan Bersama tersebut hanya berlaku untuk 

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. 

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa : 

a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. 

b. Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan 

Tata Ruang Wilayah nasional, wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya, 

termasuk pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatan 

yang berskala besar dan berdampak penting. 

c. Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya ditetapkan setelah 

berkonsultasi dengan DPR.  

d. Penggunaan kawasan hutan yang berskala besar untuk kawasan pertambangan, 

pertanian, pemukiman, pariwisata dan sebagainya, memerlukan pengkajian dan 

penilaian secara lintas sektoral, lintas daerah, lintas pusat di koordinasikan oleh 

Menteri.  

e. Perubahan pemanfaatan ruang yang perlu dikoordinasikan, antara lain meliputi 

perubahan ruang lautan menjadi ruang daratan karena reklamasi, perubahan 

bentang alam perbukitan karena penambangan bahan galian golongan C, 

perubahan fungsi ruang yang terjadi setelah ditetapkan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kotamadya disesuaikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/ Kotamadya melalui Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU Kehutanan beserta penjelasannya dapat 

disimpulkan bahwa untuk kepentingan diluar pembangunan kehutanan dimungkinkan 

untuk melakukan perubahan peruntukkan dan perubahan fungsi kawasan. Namun 

perubahan tersebut harus melalui serangkaian penelitian terpadu yang melibatkan 

instansi terkait seperti LIPI selaku Scientific Authority, lingkungan hidup, Departemen 

yang terkait dan penetapannya atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian 

dimaksud meliputi aspek biofisik (perubahan iklim, ekosistem, gangguan tata air) dan 

aspek sosial ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut apakah berdampak penting 

dan cakupan yang luas serta bernilai strategis apabila suatu kawasan harus diubah 

fungsinya. Dengan demikian pendekatan yang di atur dalam Undang-undang No. 41 

Tahun 1999 dari sisi etika lingkungan berjiwa ekosentrisme yaitu memusatkan etika 

pada seluruh komunitas ekologis baik yang biotis maupun yang abiotis. Secara ekologis 

mahluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh 

karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada mahluk 

hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua 

realitas ekologis. Dengan demikian aliran ekosentrisme ini sangat menjiwai dalam 

pelestarian ekosistem yang pada akhirnya pelestarian pemanfaatan untuk kehidupan. 

Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga terkait dengan penggunaan 

kawasan hutan untuk usaha pertambangan dapat dilihat pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan tentang 

kewajiban pemohon IPPKH untuk memenuhi persyaratan tekhnis antara lain memiliki 

perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh penjabat sesuai dengan kewenangannya, antara 

lain Izin Usaha Pertambangan yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 

(enam) bulan sebelum berakhir. Selain itu pemohon IPPKH wajib memiliki Izin Lingkungan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengguna kawasan hutan untuk kepentingan usaha 
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pertambangan batubara khususnya untuk kegiatan operasi produksi, selain wajib memiliki 

IPPKH juga wajib memiliki :  

1. Izin Usaha Pertambangan 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

IUP untuk operasi produksi batubara diberikan oleh Menteri apabila lokasi 

penambangan berada pada lintas daerah provinsi atau berbatasan langsung dengan 

negara lain dan oleh gubernur apabila lokasi penambangan berada dalam 1 (satu) 

daerah provinsi. 

2. Izin Lingkungan.   

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau 

Kegiatan.  

Memiliki Izin Usaha Pertambangan bukan sekedar hanya memiliki dokumen perizinan, akan 

tetapi juga berkewajiban untuk
23

: 

a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan: 

b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Menteri atau 

gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; 

c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; 

d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya 

serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan; 

                                                           
23

 Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 
tentang Perizinan Dibiidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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e. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta 

mematuhi pengendalian produksi dan penjualan; 

f. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan 

rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan 

jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g. menyampaikan laporan akhir kegiatan esplorasi, laporan estimasi sumber-daya, dan 

estimasi cadangan mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan 

kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 

i. mengelola keuangan sesuai dengan siste akuntansi Indonesia; 

j. melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil penambangan di dalam 

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

l. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; 

m. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik 

suatu daerah; 

n. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

o. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya 

melebihi batas maksimal luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi; 
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p. memasang tanda batas pada WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi; 

q. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan; 

r. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan; 

s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap eksplorasi dan 

operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 

t. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; 

u. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

v. melakukan divestasi saham kepada Peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam 

rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; 

w. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam 

melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

x. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

y. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

Demikian pula halnya dengan Izin Lingkungan, pemegang Izin Lingkungan untuk usaha 

pertambangan wajib memiliki dokumen AMDAL dan berkewajiban
24

 : 

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban 

dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 

                                                           
24

 Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan. 
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c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

C. KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN 

HUTAN 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemegang IPPKH memiliki kewajiban dalam 

melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan hutan yang menjadi areal 

kerjanya. Selain kewajiban, pemegang IPPKH juga memiliki larangan yang tidak boleh ia 

lakukan. Kewajiban dan larangan tersebut berakibat pemberian sanksi apabila tidak 

dilaksanakan. 

Jika merujuk pada Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan, pemegang IPPKH akan dicabut izinya apabila : 

a. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 

b. menggunakan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan yang 

mengakibatkan turunya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan 

secara permanen dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah; 

c. memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin 

pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;  

d. menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain;  

e. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.  

f. tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;  

g. tidak membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;  

h. tidak membayar PSDH dan/atau DR;  
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i. tidak membayar ganti rugi kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan 

hutan tanaman hasil rehabilitasi;  

j. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola 

/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam 

areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;  

k. tidak melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

l. tidak melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH; 

m. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;  

 

D. ASPEK HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI 

DALAM KAWASAN HUTAN 

D.1. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Tindak pidana pertambangan batubara di dalam kawasan hutan tentunya tidak terlepas 

dari tindak pidana dalam usaha pertambangan itu sendiri. Undang-Undang No. 4 tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki pasal pidana yang akan 

terkait dengan tindak pidana pertambangan batubara, yakni dalam Pasal 158, 159, 160 

sampai dengan 164. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana di bidang pertambangan batubara yakni: 

1. Melakukan usaha penambangan tanpa izin yang sah; 

2. Dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan 

keterangan palsu; 

3. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;  
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4. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan,dan pemurnian, pengangkutan, 

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK; 

5. Mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan 

menyalahgunakan kewenangannya;  

6. Tindak pidana korporasi. 

Rumusan pasal-pasal tindak pidana di bidang pertambangan batubara dalam Undang-

Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut yaitu :  

 Pasal 158 berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, 

IPR atau IUPK  dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 Pasal 159 Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan 

laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 Pasal 160 ayat (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau 

IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 Pasal 160 ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan 

kegiatan operasi produksidipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi 

Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, 

IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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 Pasal 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha 

pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 Pasal 163 ayat  (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh 

suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 

yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan 

pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda 

yang dijatuhkan.  

 Pasal 163 ayat (1) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; 

dan/atau pencabutan status badan hukum. 

 Pasal 164 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, 

Pasal 160, Pasal 161, danPasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai 

pidana tambahan berupa:a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan 

tindak pidana;b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

dan/atauc. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 

 Pasal 165 Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan 

dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi 

pidana paling lama 2 (dua) tahun penjaradan denda paling banyak 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

D.2. Tindak Pidana Perlindungan dan Pengeloolaan Lingkungan Hidup. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU PPLH) juga mengatur pemidanaan terkait kejahatan lingkungan yang dalam 

studi ini untuk usaha pertambangan batubara.  
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Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH dimaksudkan untuk melindungi 

lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak 

pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan 

hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum dan mendasari pengkajiannya pada 

tindak pidana khususnya. 

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) 

UUPLH dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 44 UUPLH melalui 

metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana 

lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”.  

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU PPLH memberikan pengertian secara otentik 

mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup” adalah: “masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya”. Adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (12) UU PPLH, yaitu:  

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain 

ke dalam lingkungan;  

2. Dilakukan oleh kegiatan manusia;  

3. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya. 

Pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 

1 angka (14) UU PPLH, yaitu “tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau 

tidak langsung terhadap sifatfisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan 
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hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.Berdasarkan 

Pasal 1 angka (14) UU PPLH memberikan pengertian secara otentik mengenai istilah 

“perusakan lingkungan hidup” adalah:  

1. Adanya tindakan;  

2. Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisikdan/atau 

hayatinya;  

3. Mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. 

Ruang lingkup rumusan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di 

atas dapat dikatakan sangat luas dan abstrak. Ini dapat memberi ruang gerak bagi 

penegak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum 

pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan dalam masyarakat dibidang 

lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud ini diperlukan pengetahuan hakim yang 

mendalam di bidang lingkungan hidup, komitmen dan kepedulian hakim untuk 

menegakkan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Aparat penegak 

hukum (termasuk hakim) sangat mungkin bisa memanfaatkan ahli dalam menangani 

kasus yang ditanganinya. 

Sebaliknya, jika aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon 

perkembangan masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang bagi 

penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (“kepentingan 

pribadi”). 

Sebagai undang-undang payung dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian 

lingkungan hidup, rumusan yang umum dan abstrak dalam UU PPLH diharapkan dapat 

menjangkau perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang belum diatur 

atau yang akan diatur dalam undang-undang lainnya. 



57 
 

Berdasarkan Pasal 41 UU PPLH sampai dengan Pasal 44 UUPLH, tindak pidana 

lingkungan yaitu berupa :  

1. Melakukan perbuatan yang megakibatkan :  

a. pencemaran, dan atau  

b. perusakan lingkungan hidup;
25

  

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat;
26

  

3. Melakukan perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan berupa :  

a. melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang 

berbahaya atau beracun masuk di atau atau ke dalam tanah, ke dalam udara, 

atau ke dalam airpermukaan;  

b. impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, 

menjalankan instalasi, yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum.
27

  

4. Melakukan perbuatan berupa :  

a. Memberikan informasi palsu, atau  

b. Menghilangkan informasi, atau  

c. Menyembunyikan informasi, atau  

d. Merusak informasi,yang diperlukan (dalam kaitannya dengan perbuatan angka 3 

di atas), yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan pencemaran dan atau 

                                                           
25

 Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
26

 Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
27

 Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang 

lain.
28

  

5. Melakukan perbuatan pada angka 3 atau angka 4 yang mengakibatkan orang mati 

atau luka berat.
29

. 

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 41 s/d 44 UU PPLH, 

terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak 

pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil dapat dilihat 

dari rumusan Pasal 41 dan Pasal 42 UU PPLH, sedangkan tindak pidana formil dapat 

dilihat dari rumusan Pasal 43 dan Pasal 44 UU PPLH.  

Dalam tindak pidana materiil, perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dalam hal 

ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan 

terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya 

turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukkannya. Selanjutnya, kerusakan lingkungan terjadi karena 

tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik 

dan/atauhayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan.
30

 

Dalam tindak pidana formal, rumusan ketentuan pidana yang jika melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan, maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak 

pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan 

untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak 

berhasil mencapai target bagi pelaku tindak pidana yang berskala ecological impact. 

                                                           
28

 Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
29

 Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
30

 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Artinya, tindak pidana formal dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana lingkungan 

yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.Tindak pidana formal ini tidak diperlukan 

akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga 

tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak 

pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal, yaitu: 

Seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, atau 

diketahui atau patut diduga bahwa dengan pelanggaran tersebut dapat atau berpotensi 

menimbulkan akibat.  

Ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (2) UU PPLH, jika disimak lebih lanjut 

mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 43 ayat (3) 

dan Pasal 44 ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggung jawab 

atas perbuatannya yang melanggar peraturan atau melakukan sesuatu (misalnya: 

menyembunyikan atau menghilangkan informasi),sehingga mengakibatkan pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan dan (bahkan juga menyebabkan) kematian orang lain 

atau luka berat. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab-akibat antara 

perbuatan pelanggaran tersebut dengan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan dan (bahkan juga menyebabkan) kematian atau luka berat. Akan tetapi jika 

ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan 

dan (bahkan juga menyebabkan) kematian atau luka berat tersebut bukan berasal dari 

sebab perbuatan yang dilakukannya, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana 

materiil, namun ia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena melanggar 

tindak pidana formal. 

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan 

atas nama badan hukum atau perseroan, yayasan dan seterusnya, maka tuntutan, 

sanksi pidana, serta tindakan tata tertib dijatuhkan kepada badan hukum atau yayasan 

tersebut maupun kepada mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana itu 
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atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-

duanya.  

D.3. Tindak Pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berlaku sejak 2 (dua) tahun 

setelah disahkan, merevisi ulang seluruh tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Terkait dengan usaha penambangan batubara, 

ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat dilihat pada Pasal berikut ini :  

1. Dalam Pasal 89 yang menyatakan : 

(1). Orang perseorangan yang dengan sengaja : 

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
31

; 

dan/atau  

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau 

mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a
32

 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar 

lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah).  

(2). Korporasi yang : 

                                                           
31

 Pasal 17 ayat (1) huruf b Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin Menteri; 
32

 Pasal 17 ayat (1) huruf a Setiap orang dilarang:  membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di 
dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; 
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a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau  

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau 

mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua 

puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah).  

2. Dalam Pasal 90 menyatakan : 

(1). Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima 

titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 

c
33

 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

(2). Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang 

berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  

                                                           
33

 Pasal 17 ayat (1) huruf c Setiap orang dilarang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang 
berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 
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3. Dalam Pasal 91 menyatakan :  

(1). Orang perseorangan yang dengan sengaja :  

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang 

berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d
34

; dan/atau  

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan 

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
35

 dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(3). Korporasi yang:  

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang 

berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan 

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana 

denda  

D.4. Tindak Pidana Kehutanan. 

Tindak pidana usaha pertambangan di dalam kawasan hutan erat sekali kaitannya 

dengan tindak pidana kehutanan. Keterkaitan langsung ini dapat diilihat pada Pasal 50 

                                                           
34

 Pasal 17 ayat (1) huruf d Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang 
yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 
35

 Pasal 17 ayat (1) huruf e Seiap orang dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 
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ayat (3) huruf g Unndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau 

eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri. 

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindak pidana ini diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Tindakan lain yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam melakukan kegiatan usaha 

pertambangan di dalam kawasan hutan seperti : 

a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan; 

b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah; 

c. merambah kawasan hutan; 

d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 

sampai dengan : 

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 

tepi pantai. 

e. membakar hutan; 

f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 
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g. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 

pejabat yang berwenang; 

h. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

i. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan 

serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 

kawasan hutan; dan 

j. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang 

tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari 

pejabat yang berwenang. 

Sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

maka barang siapa yang dengan sengaja : 

a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah, merambah kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
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6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 

tepi pantai. 

Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

c. membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

d. karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.  

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan menerima, membeli atau 

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 

yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah; diancam dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

f. melakukan penambang pada kawasan hutan lindung dengan pola penambangan 

terbuka, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

g. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 

pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

h. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

i. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta 

membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan 

hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian Bab-Bab sebelumnya, dengan mempertimbangkan tujuan dari Kajian Hukum ini, 

maka penyusun mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Usaha pertambangan batubara dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dengan 

pola pertambangan tertutup/bawah tanah, dan pada kawasan hutan produksi dengan 

pola pertambangan terbuka dan bawah tanah. Usaha penambangan batubara didalam 

kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.  

2. Penggunaan kawasan hutan produksi maupun hutan lindung untuk kepentingan 

pertambangan batubara hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IPPKH untuk 

kegiatan pertambangan batubara tidak dapat diberikan pada kawasan hutan produksi 

yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 

dalam Hutan Alam dan/atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat dan/atau Hutan 

Kemasyarakatan dan/atau Hutan Desa. IPPKH juga tidak dapat diberikan pada kawasan 

hutan produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang 

telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai 

“baik”.Terkait dengan konservasi kawan hutan, IPPKH tidak dapat diberikan  pada 

kawasan hutan produksi yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang 

berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter. 

3. IPPKH untuk usaha pertambangan hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah 

memiliki izin usaha pertambangan yang sah. Izin Lingkungan, izin kelayakan lingkungan 
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dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL., memiliki Rekomendasi dari Gubernur tentang 

penggunaan kawasan hutan, Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta 

lokasi skala paling kecil 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan 

informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy 

format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 dan Peta citra 

penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir 

dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 serta 

pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan 

adalah benar. 

4. Badan usaha yang telah mendapat izin untuk kegiatan pertambangan batubara , dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapat IPPKH, wajib untuk 

menyelesaikan tata batas areal IPPKH dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan (BPKH) dan tidak dapat diperpanjang kecuali BUMN/BUMD. Setelah mendapat 

penetapan batas areal kerja IPPKHnya, wajib menyelesaikan tata batas lahan 

konpensasi, melaksanakan reboisasi lahan konpensasi, membuat rencana dan 

melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak 

dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH, melakukan penanaman 

dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) 

tahun sebelum berakhirnya IPPKH; membayar PNPB penggunaan kawasan hutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan inventarisasi tegakan 

sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan, membayar provisi 

sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila 

areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi, mengganti biaya 

investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/ pemegang izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan 

hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan, melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH, 
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melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, mengamankan kawasan hutan konservasi dan 

kawasan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan 

kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung, memberikan kemudahan bagi 

bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat 

melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan, mengkoordinasikan kegiatan kepada 

instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin 

pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan 

untuk pertambangan operasi produksi, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar 

areal IPPKH; membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada 

Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai. 

5. Setelah mendapatkan IPPKH, Badan usaha atau pemegang IPPKH dilarang untuk 

memindahtangankannya kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang 

IPPKH kecuali mendapat persetujuan dari Menteri. Badan usaha atau pemegang IPPKH 

dilarang menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan 

kepada pihak lain; dan/atau melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam pakai 

kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai 

kawasan hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit 

dan/ atau pengukuran sarana dan prasarana.  

6. Pemegang IPPKH akan dicabut izinya apabila : 

a. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 

b. menggunakan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan yang 

mengakibatkan turunya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan 

hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah; 

c. memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang 

izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;  
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d. menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain;  

e. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.  

f. tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;  

g. tidak membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;  

h. tidak membayar PSDH dan/atau DR;  

i. tidak membayar ganti rugi kepada pemerintah apabila areal yang dimohon 

merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;  

j. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola 

/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada 

dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;  

k. tidak melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

l. tidak melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH; 

m. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;  

7. Pemegang IPPKH dapat dikenakan pidana apabila : 

a. melakukan perbuatan yang megakibatkan pencemaran, dan/atau perusakan 

lingkungan hidup dan/atau mengakibatkan orang mati atau luka berat; 

b. melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya 

atau beracun masuk di atau atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam 

airpermukaan;  

c. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 

akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut 

hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Dalam Pasal 90 

menyatakan : 
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d. dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal 

dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; 

e. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal 

dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;  

f. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan 

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; 

g. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan; 

h. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah; 

i. merambah kawasan hutan; 

j. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 

sampai dengan : 

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 

tepi pantai. 

k. membakar hutan; 

l. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 
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m. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 

pejabat yang berwenang; 

n. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

o. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan 

serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 

kawasan hutan; dan 

p. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang 

tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari 

pejabat yang berwenang. 

8. Reklamasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau 

lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan 

kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Bagi 

usaha pertambangan di dalam kawasan hutan dengan IPPKH, wajib untuk 

menyelesaikan kewajibannya untuk membuat rencana dan melaksanakan reklamasi 

pada pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya 

jangka waktu IPPKH. 

 

B. SARAN-SARAN 

1. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur agar  

memperhatikan terlebih dahulu aspek-aspek lingkungan dan memperhatikan status 

hutan yang akan digunakan untuk lahan pertambangan, guna melakukan pencegahan 

terhadap kerusakan kualitas hutan dan melindungi hak-hak masyarakat. 

2. Perlu dilakukannya harmonisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan 

koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga antara 
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instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat 

disekitar.. 

3. Badan pengawasan kegiatan pertambangan lebih tegas dalam mengawasi kegiatan 

pertambangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan memerlukan perhatian khusus, 

untuk itu penting adanya pengawasan yang berkesinambungan dan terkoordinasi 

dengan baik.  

4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pemegang IPPKH yang melakukan 

pelanggaran dalam melakukan usaha pertambangan di dalam kawasan hutan. 
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